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ABSTRAK 

 

Skripsi dengan judul Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri 
Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda tentang Perkosaan Terhadap Anak Dibawah 
Umur, menjawab pertanyaan tentang 1) Bagaimana deskripsi tindak perkosaan 
terhadap anak dibawah umur? 2) Mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim 
Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara tindak pidana perkosaan 
terhadap anak dibawah umur 3) Menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap 
putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang tindak pidana perkosaan terhadap anak 
dibawah umur. 

Data penelitian ini dihimpun melalui uraian kasus tentang hukuman tindak 
pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur yang diputuskan oleh Pengadilan 
Negeri Sidoarjo secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, landasan hukum 
yang dipakai oleh hakim sampai dengan isi putusannya dan data dari berita acara 
pemeriksaan dari kepolisian yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif 
analitis. 

Hasil penelitian yang diperoleh menerangkan bahwa landasan hukum yang 
dipakai oleh hakim dalam memutus kasus perkara No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda, 
menggunakan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang perlindungan anak No. 23 tahun 2002 
yang intinya adalah menjerat pelaku perkosaan dengan hukuman pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dengan denda 
paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta) dan paling sedikit Rp. 
60.000.000,- (Enam puluh juta). Sedangkan dalam praktiknya Pengadilan Negeri 
Sidoarjo hanya menjatuhkan sanksi penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar 
Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta), subsidair 5 bulan atas dasar pertimbangan dari 
hal-hal yang memberatkan dan meringankan. 

Dalam hukum pidana Islam hukuman terhadap pelaku kasus tindak pidana 
perkosaan disamakan dengan perzinahan. Bedanya, apabila perkosaan, korban tidak 
dikenai hukuman, sedangkan zina kedua pelaku dijatuhi hukuman yakni berupa 
rajam. 

Jika dilihat dari sudut pandang Islam, penjatuhan vonis Pengadilan Negeri 
Sidoarjo kepada pelaku perkosaan terhadap anak dibawah umur dinilai kurang 
seimbang, jika ditinjau dari segi akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang 
dilakukan oleh pelaku terhadap korban, dan tidak menutup kemungkinan pelaku 
untuk mengulangi perbuatan yang sama, karena dirasa cukup ringan dan tidak bisa 
menimbulkan efek jera.  

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, disarankan kepada pemerintah dan 
pembuat Undang-Undang serta pihak-pihak di peradilan sebaiknya meninjau 
kembali putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa, apakah telah sesuai dengan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam perjalanan tahun ini, kita telah dihadapi dengan bermacam-

macam persoalan yang cukup menyita waktu, khususnya persoalan pribadi yang 

terjadi pada kehidupan kita, yang pada dasarnya persoalan tersebut adalah 

merupakan hukum yang mulai berkembang serta menemui tempatnya di alam 

pembangunan dewasa ini. Jadi jelasnya bahwa pembangunan hukum telah 

mendapat tempat untuk lebih mewujudkan dengan secepatnya hukum nasional 

yang selalu kita dambakan. Karena hal ini juga sangat membantu di dalam 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang setiap hari terjadi di 

lapisan masyarakat. 

Kita mengetahui bahwa di dalam kehidupan sehari-hari hukum sangat 

mempunyai peranan yang berarti, jadi sangatlah tepat bila pada tahun-tahun 

mendatang pembangunan dibidang hukum sangat diprioritaskan seperti yang 

digariskan pemerintah. Dan yang sangat penting adalah cara menyampaikannya 

kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memahami produk-produk 

hukum tersebut tanpa harus memikirkan sesulit mungkin. 

Manusia sebagai bagian dari masyarakat sangat menaruh disiplin tinggi 

terhadap hukum, bila hukum itu dapat membentuk gambaran yang tepat 
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bagaimana seharusnya mentaati suatu hasil yang dinamakan hukum. Hal ini 

tidak berjalan dengan semestinya bila aparat penegak hukum sendiri tidak 

mematuhi akan hukum itu, jadi semuanya memiliki suatu ikatan yang saling 

hidup menghidupi sehingga dapat berjalan dengan semestinya. Bila hal ini dapat 

berlangsung maka kesadaran hukum di masyarakat akan nampak bertambah, 

kedisiplinan tidak diragukan lagi, dan ini merupakan tantangan bagi para ahli, 

khususnya ahli hukum dan berapa ahli yang mempunyai kaitan dengan hukum.1 

Jadi benarlah bahwa hukum itu memang turut campur dalam seluruh gerak 

hidup kita dan seakan-akan kita bersamanya untuk menghadapi segala persoalan-

persoalan yang terjadi. Tinggal manusianya saja yang harus mengerti mengenai 

kepentingan dari hukum tersebut, dalam hal ini kesadaran hukum memang 

sangat dibutuhkan untuk bersama-sama menjajaki segala persoalan yang terjadi. 

Di dalam era pembangunan hukum sekarang ini, masyarakat diwajibkan 

untuk menghargai segala peraturan pemerintah, menghargai dalam arti tunduk 

pada segala peraturan pemerintah khususnya di bidang hukum, karena pihak 

pemerintah telah mencanangkan peraturan hukum yang tepat bagi seluruh warga 

negaranya. 

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin 

canggih, kesadaran akan pentingnya mentaati hukum dan peraturan-peraturan 

yang telah dicanangkan pemerintah nampaknya mulai berkurang. Tingkat 

                                                 
1 Soerjono Soekanto, dkk. Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, h. 113 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



3 
 

kriminalitas yang tinggi menjadi suatu gejala penyimpangan terhadap aturan 

hukum. Di beberapa kota dewasa ini, telah terlihat bahwa masyarakat pada 

umumnya belum memiliki kesadaran hukum yang dapat membawa segala 

permasalahannya ke arah positif sehingga tidak akan terjadi kasus-kasus seperti 

pembunuhan, perampokan, dan penganiayaan. 

Contoh lain yang banyak terjadi dalam kehidupan manusia dewasa ini 

adalah bentuk kriminalitas seperti pemerkosaan atau bisa juga disebut 

pencabulan. Soal pencabulan sebenarnya hanya merupakan suatu bagian yang 

kecil saja dari pada soal yang lebih besar, yang dihadapi oleh seluruh peri 

kemanusiaan sekarang ini, yaitu runtuhnya nilai-nilai yang mengakibatkan krisis 

kebudayaan. Dalam hal ini segala sesuatu yang kita alami di negeri kita hanya 

merupakan suatu gejala daripada suatu kejadian yang meliputi seluruh dunia.2 

Tindakan asusila seperti pemerkosaan, merupakan wujud penindasan dan 

kejahatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu 

kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada 

pembantunya dan laki-laki kepada perempuan, yang menjadi korban atau pihak 

yang lemah. 

Pemerkosaan khususnya terhadap kaum perempuan belakangan ini marak 

dibicarakan, karena perbuatan ini termasuk ke dalam suatu tindak kejahatan yang 

melanggar hak-hak asasi manusia. Dan tindak kejahatan ini merupakan 

                                                 
2 Simandjuntak, Patologi Sosial. h. 91 
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pelanggaran terhadap norma-norma hukum. Di lain pihak merupakan gangguan 

bagi kesejahteraan sosial. Adapun faktor-faktor yang menyebutkan anti group 

yang dapat berwujud kejahatan adalah physical environment, social environment 

dan individual reaction.3 

Jika kita berbicara soal kejahatan perkosaan, ada baiknya jika kita 

menelaah terlebih dahulu tentang makna kejahatan. Kejahatan adalah suatu 

tindakan sengaja atau omissi. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat 

dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau 

kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga dikatakan 

sebagai suatu tindak kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk 

betindak dalam kasus tertentu, disamping itu pula, harus ada niat jahat (criminal 

intent, men’s area).4 

Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu 

tujuan pembangunan. Hal ini dapat diketahui dalam Garis-Garis Besar Haluan 

Negara Bab II B. Disadari dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan 

hukum, Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan 

dikeluarkannya UU no. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pengertian 

kesejahteraan anak dalam UU No. 4 tahun 1979 tersebut adalah anak yang dapat 

                                                 
3 Imam Asyari, Patologi Sosial. hal. 36 
4 Mulyana W. Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan. Hal. 20 
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menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, 

jasmani maupun sosial.5 

Dengan demikian, anak perlu upaya perlindungan untuk mewujudkan 

kesejahteraannya agar ia mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

tumbuh. Terhadap wanita yang belum dewasa ini perlu adanya perlindungan 

khusus, sehingga setiap pria yang berniat bersetubuh dengannya mengetahui dan 

memahami resiko yang besar, hal ini disebut “statutory rape”.6 

Sedangkan menurut pasal 3 UU no. 23 tahun 2002 , perlindungan anak 

bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, 

demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas mulia dan sejahtera.7 

Untuk itu dalam kasus perkosaan terhadap anak di atur dalam UU no 23 

tahun 2002 tentang perlindungan anak yakni pasal 81 ayat 1 dan 2: 

Pasal 81 ayat (1)  :  “setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksakan anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, 
dipidana dengan penjara paling lama 15 (Lima Belas) 
tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda 
paling sedikit Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) 
dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam pulun juta 
rupiah)”. 

Ayat (2) :  “ketentuan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam 
ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan 

                                                 
5 Irma Setyowati Sumitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, hal. 16 
6 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Hal.40 
7 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, hal. 16 
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sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan atau membujuk anak melakukan 
perestubuhan dengannya atau dengan orang lain”. 

 
Melalui penelitian teresbut, penulisan skripsi ini bertujuan untuk 

mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus 

tersebut dan apakah sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo 

sudah sesuai dan memenuhi nilai-nilai yang baik dari pihak korban maupun 

terdakwa. 

 
B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan pokok sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana deskripsi tindak kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah 

umur yang terjadi di Sidoarjo? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak 

perkosaan terhadap anak di bawah umur di Sidoarjo? 

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kasus tersebut? 

 
C. Kajian Pustaka 

Penulisan skripsi mengenai tindak pidana pemerkosaan memang telah 

banyak dibahas, namun penelitian yang dilakukan sebelumnya tetap menjadi 

bahan rujukan atau masukan dalam penulisan penelitian ini. Berikut buku yang 

menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini: 
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1. Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan anak 

2. Waluyadi, Hukum  Perlindungan Anak. 

Adapun karya yang berbentuk skripsi antara lain: 

1. Mifafi Dzaturriza, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 

527/Pid.B/2004/PN.Sda tentang perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki 

dewasa terhadap wanita dibawah umur dalam perspektif hukum Islam. Yang 

intinya skripsi ini membahas tentang putusan hakim pada pelaku tindak 

pidana perkosaan tersebut telah melanggar pasal 285 KUHP jo pasal 64 ayat 

1, yang dijatuhi hukuman relatif meringankan pelaku.8 

2. Miftahul Ulum, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keturutsertaan Korban 

Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Pelaku 

Perkosaan (studi kasus No. 264/Pid.B/2003/PN.Sda di Pengadilan Negeri 

Sidoarjo). Yang intinya skripsi tersebut membahas tentang pandangan 

hukum pidana Islam terhadap keturutsertaan dan sanksi pelaku.9 

Sedangkan dalam penulisan skripsi ini yang penulis bahas lebih terfokus 

pada apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan 

apa saja dasar hukumnya, serta telah sesuaikah dengan Undang-Undang 

perlindungan anak tersebut. 

                                                 
8 Mifafi Dzaturriza, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 527/Pid.B/2004/PN.Sda tentang 

Perkosaan yang Dilakukan oleh Laki-laki Dewasa Terhadap Wanita Dibawah Umur Dalam Perspektif 
Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan SJ tahun 2005 

9 Miftahul Ulum, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keturutsertaan Korban Sebagai Dasar 
Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Pelaku Perkosaan (studi kasus No. 
264/Pid.B/2003/PN.Sda di Pengadilan Negeri Sidoarjo). Skripsi Fakultas Syariah jurusan SJ tahun 
2005 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun maksud peneliti membahas masalah ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui bagaimana deskripsi tindak pidana perkosaan terhadap anak di 

bawah umur. 

2. Mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo 

dalam menyelesaikan perkara tindak pemerkosaan terhadap anak di bawah 

umur. 

3. Menganalisis tinjauan  hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan 

Negeri Sidoarjo tentang tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah 

umur. 

 
E. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya 

untuk: 

1. Aspek teoritis 

Hasil studi ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya 

wawasan serta keilmuan terutama di akademisi khususnya Pengadilan Negeri 

Sidoarjo terhadap tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur, 

selain itu dapat dijadikan bahan referensi dalam menyusun penelitian 

selanjutnya. 

2. Aspek praktis 
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Sebagai sumbangsih informasi bagi masyarakat tentang betapa 

pentingnya perlindungan terhadap kaum perempuan khususnya anak-anak 

dari segala kekerasan yang terjadi terutama pemerkosaan. 

 
F. Definisi Operasional 

Skripsi dengan judul “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri 

Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda Tentang Perkosaan Terhadap Anak di 

Bawah Umur”. Untuk mempermudah pembahasan, maka di bawah ini akan 

dijelaskan pengertian beberapa kata yang dipandang perlu diberi penjelasan: 

1. Perkosaan adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan istrinya 

untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, 

diharuskan kemaluan pria masuk ke dalam kemaluan wanita dengan 

mengeluarkan air mani.10 

2. Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak dibawah umur apabila belum berumur 

16 tahun (menderjaring) pada saat ia melaksanakan suatu tindak pidana.11 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa batas 

usia minimal melakukan suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk pihak 

wanita, dan 19 tahun untuk pria. Undang-Undang tersebut menganggap 

orang di atas usia tersebut bukan anak-anak, sehingga sudah boleh menikah.12 

 

                                                 
10 Wiryono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, h. 117 
11 KUHP, h. 22 
12 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, h. 33 
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G. Metode Penelitian 

1. Data yang dikumpulkan 

a. Data tentang putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap tindak pidana 

pemerkosaan terhadap anak di bawah umur No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda 

b. Data tentang berita acara pemeriksaan oleh kepolisian 

2. Sumber data 

a. Sumber data primer 

Antara lain data berupa: 

1) Berkas acara penyidikan kepolisian Sidoarjo  

2) Putusan hakim yang oleh pihak Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak 

diperkenankan untuk digandakan karena alasan dokumen rahasia. 

3) Al-Qur'an  

4) Hadis|  

b. Sumber data sekunder 

Literatur yang berhubungan dengan pembahasan kasus ini, antara lain: 

1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 

2) R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-

komentarnya” 

3) Ahmad Mawardi Muslich, “Hukum Pidana Islam” 

4) Erma Setyowati Sumitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak” 
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5) Al-Hafiz Ibnu Hajar al-As|qalani, Bulug al-Marram. 

6) Haliman, Hukum Pidana Syariah Menurut Ahli Sunnah. 

3. Teknik pengumpulan data 

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini diperlukan 

teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data pada skripsi ini 

adalah dengan metode dokumentasi. Yaitu mencatat catatan-catatan data 

yang ada di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang terkait dengan pokok 

permasalahan serta mengkaji berkas acara kepolisian terutama tuntutan 

jaksa, serta putusan hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan di 

Pengadilan Negeri Sidoarjo. 

Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh terutama dari segi 

kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang 

satu dengan yang lain. 

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang telah 

diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan. 

c. Analyzing, yaitu menganalisa data yang telah dideskripsikan dan 

kemudian ditarik suatu kesimpulan. 
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4. Teknik analisis data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik deskriptif analitis dalam arti menguraikan kasus tentang hukuman 

tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur yang diputuskan oleh 

Pengadilan Negeri Sidoarjo secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, 

landasan hukum yang dipakai oleh hakim sampai dengan isi putusannya, 

kemudian dilakukan analisis analogis, maksudnya menganalisis kasus 

berdasarkan berkas-berkas yang ada dan menilai secara analogi dengan 

hukum Islam.13 

 
H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam studi ini dan 

agar dapat dipakai untuk menjawab permasalahan, maka disusun dalam bab-bab 

yang masing-masing bab mengandung sub bab sehingga tergambar keterkaitan 

yang sistematis. Maka untuk pembahasannya disusun sebagai berikut: 

Bab I :  bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil 

penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II :  bab ini berisi kerangka konseptual yang membahas tentang tindak 

pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur menurut KUHP 

                                                 
13 Etik Indriyati, Menulis Karya Ilmiah, h. 26 
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dan hukum Islam yang membahas tentang pengertian perkosaan, 

unsur-unsur perkosaan, dasar hukum perkosaan serta kriteria anak di 

bawah umur. 

Bab III :  bab ini memuat deskripsi berkenaan dengan hasil penelitian tentang 

wilayah hukum dan struktur Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap 

tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. 

Bab IV :  bab ini membahas tentang uraian analisis terhadap pertimbangan 

hukum yang dipakai hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang 

pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur. 

Bab V :  adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP  

ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan 

Sebelum membahas mengenai tindak pidana perkosaan secara rinci, maka 

terlebih dahulu dikemukakan arti tindak pidana itu sendiri. 

Perbuatan pidana atau tindak pidana sering diistilahkan dengan kata 

jarimah atau jinayah, yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan 

oleh Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut: 

  تَعْزِيْرٍ أَوْ بِحَدٍّ عَنْهَا تَعَالَى االلهُ زَجَرَ شَرْعِيَّةٌ مُحْظُوْرَاتٌ اَلْجَرَائِمُ

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam 
oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.”1 

 
Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu 

pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana 

atau pelanggaran, misalnya jarimah perkosaan, pencurian, pembunuhan dan 

sebagainya. 

Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul 

Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut: 

  ذَلِكَ غَيْرِ أَوْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ عَلَى الْفِعْلُ وَقَعَ سَوَاءٌ شَرْعًا، مَحَرَّمٍ لِفِعْلٍ اِسْمٌ فَالْجِنَايَةُ

                                                 
1 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,  hal.ix 
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“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik 
perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.”2  
 

Tindak pidana berasal dari kata “ tindak “ dan “ pidana “, tindak berarti 

perbuatan, melakukan sesuatu, dan pidana berarti melakukan kejahatan atau 

kriminal. 

Moeljatno memberikan definisi tindak pidana semakna dengan perbuatan 

pidana. Namun, kata “tindak” menyatakan keadaan kongkrit sebagaimana halnya 

dengan peristiwa, dan tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak, seperti 

perbuatan. Tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap 

jasmani, istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam 

penjelasannya selalu dipakai pula kata perbuatan-perbuatan.3 

Dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan 

tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu 

yang dilarang oleh Undang-Undang serta diancam dengan ketentuan pidana. 

Perkosaan bisa dikategorikan sebagai paksaaan, dalam Hukum Pidana 

Islam yaitu perbuatan yang terjadi atas seseorang lain, dimana perbuatan itu 

luput dari kerelaannya ataupun dari kemauan orang tersebut.4 

Dalam bahasa Arab memperkosa disebut  انتهك sedangkan dalam sumber-

sumber fiqh, seperti al-Qur’an dan hadist dipahami tidak banyak mengungkapkan 

                                                 
2 Ibid, hal.ix 
3 Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana,  hal.55 
4 Haliman, Hukum Pidana Syariah Islam Menurut Ahlu Sunnah, hal.147 
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pengertian tindak pidana perkosaan secara langsung. Sekalipun sebenarnya ada 

ayat yang sudah mengarah pada pelanggaran tindak pemaksaan dalam persoalan 

seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. 

Adapun mengenai perkosaan, dalam Hukum Islam disamakan dengan 

perzinahan. Sebab perkosaan pada dasarnya adalah perzinahan, yang pada 

hakikatnya telah melekat unsur-unsur perkosaan di dalamnya yakni dilakukan di 

luar ikatan perkawinan yang sah. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah 

apabila dalam perkosaan korban tidak dikenai hukuman, sedangkan dalam 

perzinahan kedua belah pihak dijatuhi hukuman yakni berupa rajam. 

Kejahatan perkosaan dalam Islam adalah zina dengan paksaan, dan 

termasuk dalam kategori hi>raba. Hi>raba adalah kejahatan yang menyebabkan 

kekacauan umum, pembunuhan, perampasan uang, dan harta benda yang lainnya, 

kekerasan ataupun perkosaan terhadap perempuan. Perkosan adalah hi>raba 

dengan jima’ (hubungan seks) sebagai senjatanya.5 

Menurut ulama Malikiyah, zina adalah me-wat}i-nya seorang laki-laki 

mukallaf terhadap farji wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja.6  

Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, zina adalah memasukkan zakar ke 

dalam farji yang haram dengan tidak subhat dan secara naluri memuaskan hawa 

nafsu.7Ulama Z{ahiriyah mendefinisikan zina dengan wat}i yang diharamkan 

                                                 
5 Hasan Hathot, Panduan Seks Islami, hal 111  
6 Abd. Qodir Awdah, Tasyri’ Al Jinai Islam,  hal.349 
7 Ibid, hal 349 
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zatnya.8Adapun pengertian zina menurut Ibnu Rusyd adalah setiap persetubuhan 

yang bukan terjadi karena nikah yang sah dan bukan karena pemilikan.9 

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina, tetapi 

mereka sepakat terhadap 2 unsur zina, yaitu wat}i yang haram dan sengaja. Dari 

definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan zina 

adalah memasukkan dzakar seorang laki-laki mukallaf ke dalam kemaluan wanita 

yang bukan miliknya dan dengan tidak subhat disertai dengan hawa nafsu. 

Adapun dasar diharamkannya zina, Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an 

surat Al-Mu’minun ayat 5-7: 

 مَلُومِينَ غَيْرُ فَإِنَّهُمْ أَيْمَانُهُمْ مَلَكَتْ مَا أوْ أَزْوَاجِهِمْ عَلَى إِلا) � (حَافِظُونَ لِفُرُوجِهِمْ هُمْ وَالَّذِينَ

 )� (الْعَادُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ ذَلِكَ وَرَاءَ ابْتَغَى فَمَنِ) �(

 
Artinya: “Dan mereka yang menjaga kehormatannya, kecuali terhadap istrinya 

atau hamba sahayanya, maka mereka itu tidak di cela. Barang siapa 
mencari diluar daripada itu adalah mereka melampaui batas.” 10 

 
Bahkan, tidak hanya zinanya saja yang diharamkan, melainkan 

mendekatinya pun haram, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra’ 

ayat 32 

 )�� (سَبِيلا وَسَاءَ فَاحِشَةً كَانَ إِنَّهُ الزِّنَا تَقْرَبُوا وَلا

 

                                                 
8 Ibid. 
9 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid juz III, Alih Bahasa Abdul Arrahman,  hal.23 
10 Depag RI  Al-qur’an dan Terjemahan, hal.526 
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Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah 
suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” 11 

 
Kata perkosaan sesungguhnya bukan hanya menyangkut pemaksaan 

hubungan seksual saja, akan tetapi berbagai corak perkosaan dapat terjadi. Hal 

ini dapat dilihat dalam perkosaan terhadap hak asasi manusia yang konotasi 

pembatasan terhadap kebebasan bicara, kebebasan mengeluarkan pendapat  atau 

kebebasan lain yang menyangkut tingkah laku manusia. Oleh karena perkosaan 

pada penelitian ini adalah perbuatan atau tindakan yang mungkin merugikan 

orang lain dan dapat dihukum. Maka yang menjadi acuan dalam perkosaan ini 

terbatas dibidang seksual yang mana dalam kitab Undang-Undang dapat 

dikenakan sanksi pasal 285,286, 287, 288.12 

Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti gagah, paksa dan 

mendapat akhiran “an” perkosaan berarti “pausa”, dengan kekerasan. 

Memperkosa yaitu menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa, 

dengan kekerasan. Setelah mendapat akhiran “an” menjadi “perkosaan” yaitu 

perbuatan memperkosa, penggagahan, pelanggaran dengan kekerasan.13 

Pemerkosaan menurut R Soegandhi yaitu seorang pria yang memaksa 

seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya 

                                                 
11 Ibid. hal.429 
12 R.Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya, hal. 212 
13 Depdikbud, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hal.741 
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dengan ancaman kekerasan, diharuskan kemaluan pria masuk ke dalam kemaluan 

wanita dengan mengeluarkan air mani.14 

Dikategorikan sebagai perkosaan, jika persetubuhan dilakukan dengan 

paksaan atau diancam kekerasan yang dilakukan kepada selain isterinya, dan jika 

dilakukan dengan tanpa kekerasan atau paksaan (suka sama suka) tidak 

dinamakan perkosaan, perkosaan atau ancaman tersebut membuat korban tidak 

berdaya melakukan penolakan atau mengadakan perlawanan terhadap 

pemerkosa. 

Sedangkan yang dimaksud perkosaan dalam KUHP sebagaimana yang 

tercantum dalam pasal 285 KUHP yang isinya “ barang siapa dengan kekerasan 

atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh 

dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-

lamanya dua belas tahun”. 

 Pemerkosaan adalah suatu tindakan melampiaskan nafsu seksual yang 

diikuti dengan ancaman kekerasan atau perbuatan secara paksa terhadap seorang 

wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan diluar nikah dan 

melanggar norma-norma agama serta mengganggu tata tertib dalam kehidupan 

masyarakat. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan 

bahwa perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki 

                                                 
14 Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hal.117 
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terhadap seorang perempuan yang bukan istrinya secara paksa atau dengan 

kekerasan di luar kerelaan perempuan tersebut yang oleh Undang-Undang 

maupun Agama telah dilarang dan diancam dengan sanki atau hukuman bagi 

yang melakukannya. 

 
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan  

Para ulama menetapkan unsur-unsur perkosaan  atau rukun dari perbuatan 

zina yang berhak atas ancaman yang memberatkan sebagai berikut: 

1. Perzinaan itu adalah hubungan kelamin yang diharamkan. Islam menetapkan 

prinsip dasar dari hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah 

haram. Sifat haram persetubuhan hanya dapat dihilangkan atau dihalalkan 

melalui satu cara yakni perkawinan. Oleh sebab itu, perkawinan disebut 

sebagai akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dengan perempuan yang 

asalnya diharamkan itu.  

2. Hubungan kelamin itu dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum. Hal 

ini mengandung arti bahwa bila hubungan kelamin dilakukan diluar 

kesengajaan seperti masing-masing pelaku meyakini bahwa pasangan itu 

adalah pasangan yang sah atau dilakukan atas dasar paksaan (perkosaan), 

maka perbuatan tersebut disebut perzinaan. Hubungan kelamin yang 

dilakukan secara tidak sengaja dalam fiqh disebut subhat. Adanya sifat 
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subhat itulah yang menyebabkan hubungan kelamin tersebut menjadi tidak 

sah dan diancam dengan hukuman.15 

Adapun pendapat para pakar hukum Islam itu menunjukkan bahwa 

konsepsi perzinaan itu harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Terjadi hubungan seksual yang berbentuk persetubuhan. 

2. Persetubuhan dimaksud bermakna masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam 

farji (alat kelamin) perempuan (ada yang berpendapat: termasuk dubur dan 

mulut). 

3. Persetubuhan dimaksud dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah (bukan 

istri atau suaminya). 

4. Persetubuhan dimaksud dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan dasar 

paksaan salah satu pihak. 

Sedangkan unsur terjadinya paksaan, terdapat pula empat persyaratan 

menurut ulama Hanafiyah:  

1. Adanya kemauan orang yang memaksa atas apa yang diancamnya, baik yang 
bersifat kekuasaan maupun yang bersifat kejahatan. 

2. Adanya ketakutan dari orang yang dipaksa, yaitu sebelum adanya 
penentangan atas perbuatan yang dipaksakan kepadanya. 

3. keadaan orang yang dipaksa, yaitu sebelum adanya penentangan atas 
perbuatan yang dipaksakan kepadanya. 

4. keadaan orang yang dipaksa, apakah dengan paksaan itu orang yang dipaksa 
tersebut binasa jiwanya atau anggota badannya.16 

 

                                                 
15 Amir Syarifuddin , Gari-garis Besar Fiqh,  hal.277 
16 Haliman, Hukum Pidana Syariah Islam Menurut Ahlu Sunah, hal.174 
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Sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, bahwa yang dimaksud dengan 

perkosaan terdapat dalam pasal 285 KUHP, yang berbunyi “barang siapa dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan 

dia diluar perkawinan diancam karena perkosaan dengan pidana penjara selama-

lamanya duabelas tahun”. 

Dalam pasal 285 KUHP tentang perkosaan ini, maka dalam tindak pidana 

perkosaan terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan, yakni: 

1. adanya kekerasan atau ancaman kekerasan 

2. adanya pemaksaan 

3. obyeknya adalah seorang wanita 

4. adanya persetubuhan 

5. dilakukan diluar perkawinan 

Kekerasan atau ancaman adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan 

jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau 

dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.17 

Menurut R. Soesilo perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa 

seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya sehingga 

wanita itu tidak dapat melawan dan dengan terpaksa mengikuti kehendaknya. 

Berdasarkan pendapat R. Soesilo tersebut maka unsur perkosaan adalah: 

1. Perilaku memaksa untuk bersetubuh  

                                                 
17 R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya,  hal.98 
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2. Persetubuhan yang dilakukan itu bukan dengan istrinya. 

3. Wanita dibuat tidak berdaya, tidak bisa melawan, sehingga terpaksa 

mengikuti kehendaknya. 

Secara yuridis, kejahatan perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP yang 

unsurnya sebagai berikut: 

1. Barang Siapa 

Sebagian pakar berpendapat bahwa “barang siapa” bukan merupakan unsur, 

hanya memperlihatkan si pelaku adalah manusia tetapi perlu diuraikan 

manusia siapa dan berapa orang, jadi identitas tersebut harus jelas. 

2. Dengan Kekerasan  

Menurut Mr. M.T Tita Amidjaja dengan kekerasan dimaksudkan, setiap 

perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat (keras). 

Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan yakni membuat pingsan 

atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan. 

3. Memaksa 

Memaksa berarti diluar kehendak dari wanita itu. Satochid Kartanegara, 

menyatakan antara lain perbuatan memaksa itu haruslah ditafsirkan suatu 

perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain. 

4. Seorang wanita bersetubuh dengan dia 

Maksudnya kalau bukan wanita (dalam hal homoseks) maka tidak dapat 

diterapkan pasal 285 KUHP. 
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Pengertian “bersetubuh” menurut Tirta Amidjaja, yang dikutip Leden 

Marpaung dalam bukunya “Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah 

Prevensinya” adalah persetubuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki 

dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. 

5. Diluar perkawinan 

Artinya bukan istrinya. Banyak orang berpendapat agar unsur ini dihapuskan 

agar tidak terjadi kesewenang-wenangan suami terhadap istri, suami 

merupakan kewajiban dan kebahagiaan tersendiri dengan istri.18 

 
Berbeda dengan pengertian perkosaan secara yuridis, secara kriminologis 

pemerkosaan tidak hanya menyangkut perbuatan bersetubuh yang dilakukan 

dengan kekerasan, tidak adanya persetujuan (consent) dari pihak wanita juga 

menjadi unsur disini.19 

Menurut Made Darma Weda unsur kekerasan bukanlah hal yang dominan 

menentukan ada tidaknya hubungan seks dalam wujud perkosaan, melainkan 

unsur persetujuan merupakan unsur dominan dalam menentukan adanya 

perkosaan atau tidak. 

Untuk menentukan ada atau tidaknya aspek persetujuan dalam perkosaan, 

terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu: 

1. Harus ada ijin persetujuan dari si korban 

                                                 
18 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya,  hal.72-73 
19 Made Darma Weda, Kriminologi,  hal.71 
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2. Korban harus memahami dan tidak merasa ditipu dengan berbagai dalih. 

3. Kedudukan ekonomi yang sama antara si korban dan si pelaku. 

 
C. Dasar Hukum Perkosaan  

Dalam hukum Islam perkosaan disamakan dengan perzinahan, karena pada 

hakekatnya perkosaan juga merupakan perzinahan, dan perbuatan tersebut 

dilakukan diluar perkawinan yang sah. Yang menjadi perbedaan adalah kalau 

dalam perzinahan keduanya dapat diancam hukuman, sedangkan dalam 

perkosaan korban tidak dikenakan hukuman. 

Sehubungan dengan pernyataan diatas, maka tindak pidana perkosaan 

dibedakan menjadi dua yaitu muh}s}a>n dan gairu muh}s}a>n. 

Pemerkosa muh}s}a>n adalah pemerkosa atau seorang yang sudah kawin yang 

melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan miliknya dengan cara 

memaksa atau kekerasan dan bukan atas kemauan wanita tersebut 

Sedangkan pemerkosa gairu muh}s}a>n adalah seseorang yang belum kawin, 

dan melakukan hubungan seksual dengan jalan kekerasan atau ancaman yang 

dilakukan diluar perkawinan yang sah serta  tanpa kerelaan wanita tersebut. 

1. Hukuman Atas Dasar pemerkosa muh}s}a>n. 

Seorang pemerkosa dapat dikatakan pemerkosa muh}s}a>n bila memenuhi 

syarat sebagai berikut: 

a. Dia adalah seorang mukallaf, yang berakal, waras, dan sudah balig. 

b. Dia adalah seorang yang merdeka. 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



 26

c. Dia sudah pernah merasakan persetubuhan dalam ikatan nikah yang sah. 

Para fuqaha (imam Syafi’i, Malik, Auza’i dan Abu Hanifah) telah 

berpendapat bahwa hukuman bagi orang tersebut adalah rajam, mereka 

berpegangan dengan kesahehan hadis yang berkenaan dengan rajam, yakni 

kata-kata Umar bin Khat}t}ab dalam suatu khutbahnya yang diceritakan oleh 

Ibnu Abbas sebagai berikut: 

 لَزَنْأَوَ قِّحَالْبِ داًمَّحَمُ ثَعَبَ االله نَّاِ: فَقاَلَ خَطَبَ اَنَّهُ عنه االله رَضِيَ الْخَطّاَبِ بْنِ عُمَرَ وَعَنْ

 االله لُوْسُرَ مَجَرَفَ ،هاَنَلْقَعَوَ هاَناَيْعَوَوَ هاَانَأْرَقَ.  مِجْالرَّ ةيَاَ هِيْلَعَ لَزَنْأَ امَّمِ نَكاَفَ بِتاَكِالْ هِيْلَعَ

 جِدُنَ ماَ لٌئِقاَ لَوْقُيَ نْاَ نٌاَمزَ اسِالنَّبِ لَطاَ نْاِ ىشَخْأَفَ دَهُعْبَ اَنمْجَرَوَ وسلم عليه االله صلى

 ىلَعَ تَعاَلَى االله بِتاَكِ يفِ مَجْالرَّ نَّإِوَ االله اهَلَزَنْاَ ةٍضَيْرِفَ كِرْتَبِ والُّضِيَفَ االله، بِتاَكِ يفَ مَجْالرَّ

 رواه (فُراَتِعْالإِوِاَ لُبْحَالْ نَكاَ وْأَ ةُنَيِّلبَاْ تِمَقاَ ذَإِ ،ءِساَالنِّوَ لِجاَالرِّ نَمِ نَصَحْأَ اذََاِ ينَزَ نْمَ

  )مسلم

Artinya: “Sesungguhnya Allah swt. telah mengutus Muhammad dengan 
sebenar-benarnya dan telah pula menurunkan kepadanya 
sebuah kitab suci, salah satu dari ayat-ayat yang terkandung 
dalam kitab suci itu terdapat “ayat rajam”. Rasulullah sendiri 
melaksanakan rajam dan kita pun melakukannya. Hal ini saya 
tegaskan lantaran saya kuatir, karena telah lam berselang 
akan ada seseorang yang mengklaim bahwa dalam kitabullah 
tidak ada ayat rajam. Hal ini seperti suatu kesesatan oleh 
karena meninggalkan suatu kewajiban (fardlu) yang justru 
benar-benar diturunkan Tuhan, hukuman rajam memang harus 
dijatuhkan kepada laki-laki atau dia hamil atau dia sendiri 
mengakui perbuatannya.” (HR. Muslim)20 

 
                                                 

20 Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugul Maram, hal 645 
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Hukum rajam benar adanya, berdasarkan hadis mutawatir yang diakui 

oleh para ahli hadis dan keterangan (nash) al-Qur’an, sebagaimana yang 

diceritakan dalam khutbah Umar bin Khattab diatas. 

Disamping itu, mereka beralasan pula dengan hadis Ali ra. Yang 

dikeluarkan oleh Muslim dan lain-lainnya, bahwa Ali ra tetap menjatuhkan 

dera terhadap Syarakah al Hamdiyah pada hari kamis dan kemudian 

merajamnya pada hari jum’at, ia berkata: 

  هِلِوْسُرَ ةِنَّسُبِ هاَناَمْجَرَوَ االلهِ بِتاَكِبِ اهَتُدْلَجَ

“Aku menderanya Sarakah berdasarkan kitabullah, dan aku merajamnya 
berdasarkan sunnah Rasul-Nya.”21 

 

Adapun golongan kedua yang berpendapat bahwa hukuman bagi setiap 

orang yang berbuat zina adalah dera, mereka berpegangan dengan 

keumuman, firman Allah SWT: 

 )� (جَلْدَةٍ مِائَةَ مِنْهُمَا وَاحِدٍ كُلَّ فَاجْلِدُوا وَالزَّانِي الزَّانِيَةُ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah 
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.”  (An-Nur: 2)22 

 
Ayat ini merupakan ayat yang disepakati sebagai ayat hukum oleh 

ketiga mufassir ( Ibnu Al-‘Araby, Muhammad ‘Ali As-Says dan Muhammad 

‘Ali Ash-Shahbuni). Ayat ini merupakan penjabaran lebih lamjut dari surat 

                                                 
21 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, hal. 237 
22 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal.543 
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An-nisa’ ayat 15 dan 16, yang berkaitan dengan hukuman untuk orang yang 

melakukan zina.23 

2. Hukuman Bagi Pezina Gairu Muh}s}a>n 

Para ulama telah sepakat, bahwa hukuman yang dikenakan atas diri 

perawan dan jejaka merdeka yang melakukan zina adalah seratus kali dera. 

Hal ini didasarkan kepada firman Allah swt. dalam surat An-Nur ayat 2: 

 إِنْ اللَّهِ دِينِ فِي رَأْفَةٌ بِهِمَا تَأْخُذْكُمْ وَلا جَلْدَةٍ مِائَةَ مِنْهُمَا وَاحِدٍ كُلَّ فَاجْلِدُوا وَالزَّانِي الزَّانِيَةُ

 )� (الْمُؤْمِنِينَ مِنَ طَائِفَةٌ عَذَابَهُمَا وَلْيَشْهَدْ الآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah 
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah 
belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk 
(menjalankan) agama Allah dan hari akhirat dan hendaklah 
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari 
orang-orang yang beriman”24 

 
Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, 

bahwa Rasulullah saw. pernah  menghukum orang yang melakukan zina (gairu 

Muh}s}a>n) berupa hukuman buangan selamanya satu tahun dan pukulan seratus 

kali.25 Imam Muslim dari Ubaddah bin Samit, disebutkan bahwa nabi 

Muhammad saw. bersabda: 

مٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْو

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي   قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَالرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
                                                 

23 Ahmad Mawardi Muslich, Hukum Pidana Menurut Al-Qur’an, hal 153  
24 Ibid, hal. 543 
25 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hal. 97 
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و . كْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِ

  26 .حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

Artinya: “Ketahuilah....ketahuilah sesungguhnya Allah telah memberi jalan untuk 
mereka, untuk jejaka dan perawan yang berzina dihukum dengan 
seratus kali pukulan dan diasingkan setahun lamanya, dan untuk janda 
dan duda yang berzina dihukum dengan hukuman seratus kali pukulan 
dan rajam”.(HR Muslim)27 

 
Imam Malik dan Auza’i berpendapat bahwa pengasingan hanya dikenakan 

bagi pezina laki-laki dan tidak dikenakan pada perempuan karena mereka 

menganggap perempuan adalah aurat yang harus dilindungi atau disembunyikan. 

Imam Abu Hanafiyah dan para pengikutnya berpendapat bahwasanya tidak 

ada pengasingan sama sekali.28  

Perkosaan dalam KUHP diatur dalam bab XIV buku II yang merupakan 

delik kesusilaan atau kesopanan. Yang dimaksud dengan kesusilaan atau 

kesopanan adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin , 

misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan atau meraba tempat 

kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota wanita dan pria, mencium dan 

sebagainya. 

Seseorang yang sudah terbukti melakukan perkosaan dapat diancam pidana 

selama-lamanya duabelas tahun sebagai pertanggung jawabannya atas tindakan 

perkosaan tersebut sesuai dalam KUHP pasal 285. 

                                                 
26 CD Hadits, Kutub at-Tis’ah, Muslim no.3199 
27 Sabiq, Fiqh…, h. 99 
28 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, hal. 240 
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D. Kriteria Anak di Bawah Umur 

Menurut hukum Islam mendefinisikan kriteria anak dibawah umur 

sebagai berikut: 

a. Anak di bawah umur dimulai sejak usia 7 tahun hingga mencapai kedewasaan 

(balig) dan fuqoha membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa 

kemampuan berfikir lemah (tamyiz yang belum balig), jika seorang anak 

telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum 

dewasa dalam arti yang sebenarnya.  

Hal ini sesuai dengan hadis nabi saw.: 

 قَالَ عُمَرَ ابْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اللَّهِ عُبَيْدُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا نُمَيْرٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 فَلَمْ سَنَةً عَشْرَةَ رْبَعَأَ ابْنُ وَأَنَا الْقِتَالِ فِي أُحُدٍ يَوْمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ عَرَضَنِي

  29)مسلم رواه( فَأَجَازَنِي سَنَةً عَشْرَةَ خَمْسَ ابْنُ وَأَنَا الْخَنْدَقِ يَوْمَ وَعَرَضَنِي يُجِزْنِي

 
Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar: Rasulullah saw. Memeriksaku 

ketika perang Uhud ketika aku 14 tahun, maka beliau tidak 
mengizinkan aku untuk ikut perang, kemudian ketika perang 
Khandaq aku diperiksa oleh nabi Muhammad saw. dan aku telah 
berusia 15 tahun, maka ia memperbolehkanku”. (HR. Muslim)30 

 

                                                 
29 CD Hadits, Kutub at-Tis’ah, Muslim no. 3473 
30 Imam Muslih, Shahih Muslim, hal. 587  
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b. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan atau baligh pada usia 18 tahun 

dan menurut satu riwayat 19 tahun, begitu pendapat yang terkenal dari 

madzhab Maliki.31 

Masa tamyiz dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan atau 

setelah mencapai usia 15 tahun atau telah menunjukkan baligh alami. Baligh 

alami adalah nampak adanya sifat-sifat kelelaki-lakian dan sifat kewanitaan yang 

berarti munculnya fungsi kelamin, hal ini menunjukkan bahwa anak memasuki 

masa kelelakian dan wanita sempurna. Sebagaimana firman Allah dalam surat 

An-Nisa’ ayat 6: 

 )� (أَمْوَالَهُمْ إِلَيْهِمْ فَادْفَعُوا رُشْدًا مِنْهُمْ آنَسْتُمْ فَإِنْ النِّكَاحَ بَلَغُوا إِذَا حَتَّى الْيَتَامَى وَابْتَلُوا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. 
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 
memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-
hartanya”.32 

 
Balig alami terhadap anak terjadi apabila: 

1. Seorang anak laki-laki yang telah keluar maninya baik saat terjaga maupun 

dalam keadaan tidur. 

2. Timbulnya rambut pada anak, yang dimaksud adalah rambut hitam yang 

lebat di sekitar kemaluan, bukan semua rambut yang ada pada anak. 

3. Haid dan hamil pada wanita. 

                                                 
31 Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, hal.370 
32 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal.115 
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Arti ْضيْحَال  secara bahasa adalah َنْلاَيْالس  yang artinya dikatakan َضُحا 

ىدِواَالْ  apabila pada lembah itu mengalir air, dikatakan َةرَجَالشَّ تُضَحا  apabila 

pohon itu mengalir getah merah, juga dikatakan َةِأَرْمَالْ تُضَحا  apabila padanya 

(wanita) itu mengalir darah haid. 

Sedangkan definisi haid, menurut istilah adalah darah yang keluar 

dari kubul seorang wanita yang sehat yang sudah mencapai dewasa dan 

menunjukkan bahwa wanita yang sudah haid itu berarti sudah mukallaf, haid 

merupakan suatu tanda untuk menentukan wanita tersebut hamil atau tidak. 

Dalam hukum negara Indonesia terdapat perbedaan mendasar mengenai 

kriteria anak, hal ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perUndang-Undangan 

mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. 

Adapun menurut hukum adat, tidak ada ketentuan yang pasti kapan 

seseorang dapat dianggap dewasa dan wenang bertindak. Hasil penelitian Mr. R. 

Soepomo tentang hukum perdata Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran 

kedewasaan seseorang diukur dari segi: 

1. Dapat bekerja sendiri (mandiri). 

2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bertanggung jawab. 
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3. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.33 

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, kriteria anak dibawah umur 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hukum perdata memberikan batas usia anak yang belum dewasa adalah 

mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu 

menikah (pasal 330 KUHP), maka pada batas usia tersebut seorang anak 

masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum 

perdata, begitu juga Undang-Undang kesejahteraan anak (Undang-Undang 

No.4 tahun 1979) pasal 1 ayat 2 sama dengan apa yang dimaksud dalam 

hukum perdata. 

2.  Undang-Undang pokok kebutuhan (Undang-Undang No.12 tahun 1984) 

pasal 1 mendefinisikan anak di bawah umur adalah orang laki-laki atau 

perempuan berumur 14 tahun ke bawah. 

3. Undang-Undang pokok perkawinan (Undang-Undang No.1 tahun 1974) pasal 

7 ayat 1 menjelaskan bahwa batas usia minimal melakukan suatu perkawinan 

adalah 16 tahun untuk pihak wanita dan 19 tahun untuk pria, Undang-

Undang tersebut menganggap orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-

anak sehingga sudah oleh menikah. 

4.  Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak dibawah umur apabila belum berumur 

16 tahun (menderjaring) pada saat ia melaksanakan suatu tindak pidana. 

                                                 
33 Ibid, hal. 19 
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5.  Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal1 

merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah 

mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum 

pernah menikah. 
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BAB III 

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO TENTANG 

HUKUMAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP 

ANAK DI BAWAH UMUR 

 

A. Wilayah Hukum dan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sidoarjo 

Pengadilan Negeri Sidoarjo terletak di jalan Jaksa Agung R. 
Soeprapto No.10 Sidoarjo. Lokasi Pengadilan Negeri Sidoarjo 
terletak disebelah timur alun-alun kecamatan Sidoarjo kabupaten 
Sidoarjo. Pengadilan Negeri Sidoarjo merupakan Pengadilan Negeri 
kelas 1 A (khusus) dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Jawa 
Timur.1 

 
Pengadilan Negeri Sidoarjo dipimpin atau diketuai oleh ketua dan wakil 

ketua. Sedangkan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo meliputi 

seluruh daerah di wilayah kabupaten dati II Sidoarjo yang terdiri atas 18 

wilayah kecamatan.2  

 
B. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur 

Pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di dusun Kalitengah 

Selatan desa Kalitengah kec. Tanggulangin kab. Sidoarjo yang masih 

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dengan 

kronologis kejadian sebagai berikiut: 3 

Kejadian pertama bermula pada hari rabu tanggal 18 Juni 2008 sekitar 

pukul 11.30, korban (Enggar) sedang menonton televisi di ruang tengah 

                                                 
1 Sumber data: hasil wawancara dengan panitera muda, Rabu 24 Nopember 2009 
2 Data terdapat dalam lampiran.  
3 Data ditulis dari berkas tindak pidan perkosaan Yang dilakukan terdakwa Kusaeni hal.1  
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dengan posisi tidur miring, saat itu korban mengetahui bahwa terdakwa 

(Kusaeni) telah pulang kerja sebagai buruh tani dan langsung mandi. Setelah 

mandi, terdakwa lantas duduk bersila disamping korban dan ikut bersama 

korban nonton televisi dengan hanya menggunakan sarung. Dan tiba-tiba 

terdakwa langsung memegang tangan kiri korban yang saat itu masih masih 

menonton televisi dengannya sambil mengatakan “Enggar..koen gelem ta tak 

pangan turukmu?“. Dengan spontan korban langsung menolak ajakan 

terdakwa dan mengatakan “emoh…emoh.. “, namun terdakwa tak 

menghiraukan dan mengancam “koen lek gak gelem gak tak oleh mlebu 

omah, tak kancingi, tak usir koen teko omah “sambil memaksa dan 

melorotkan celana dalam korban dan melepas sarungnya sendiri. 

Kemudian terdakwa langsung menindih tubuh korban yang saat itu 

berontak dengan posisi tidur miring sambil memasukkan penisnya kedalam 

vagina korban kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma. Setelah 

kejadian itu berlangsung, terdakwa kembali mengenakan sarungnya sendiri 

dan langsung bergegas mandi . 

Kejadian yang kedua, pada hari dan tanggalnya korban lupa sekitar 

pukul 11.00 korban yang pada saat itu lagi-lagi sedang meonoton televisi 

tiba-tiba dipanggil oleh terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamar 

korban. Ketika korban mengetahui bahwa terdakwa ingin mengulangi niat 

jahatnya, korban langsung menolak dan berkata “emoh..emoh… “namun 

terdakwa tetap tak mengiraukan dan langsung mengancam korban dan 

membentak-bentak “koen tak seneni! Wes ndang kono lho! “karena korban 
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takut melihat terdakwa marah dengan nada bicara yang tinggi maka korban 

langsung berdiri dan masuk kekamar. Mulanya terdakwa menyuruh korban 

untuk berbaring terlebih dahulu kemudian terdakwa kembali menindih korban 

dengan posisi terdakwa berada di atas tubuh korban sambil memasukkan 

penisnya ke vagina korban sambil didorong keluar masuk hingga 

mengeluarkan sperma di dalam vagina korban. 

Perbuatan tersebut sering terdakwa lakukan terhadap korban kurang 

lebih 15 kali, tertanggal 18 juni 2008 samapai dengan 06 desember 2008 di 

kamar korban. Terdakwa melakukan perbuatannya itu pada saat rumah dalam 

keadaan sepi. 

Sebagai mana keterangan di atas yang diperkuat oleh keterangan para 

saksi-saksi yakni  

1. Saksi korban bernama Enggar (14 th) dibawah sumpah persidangan 

mengatakan: 

Pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2008 sekitar pukul 11.30 wib 

dengan alamat rumah dusun Kalitengah Selatan desa Kalitengah 

kecamatan Tanggulangin kabupaten Sidoarjo ini berwal dari Enggar 

(korban) yang sednang menonton televisi sebelum pergi ke sekolah yang 

masuk pada pukul 12.30 WIB. Ibu Enggar yang bekerja sebagai 

pembantu rumah tangga di Perumahan Kalitengah yang tidak diketahui 

nama dan alamatnya selalu berangkat pukul 06.00 WIB dan pulang pukul 

19.00 WIB. Sedangkan kaka korban bernama Kessi yang tinggal di Pasar 

Porong mengungsi bersama Neneknya dan tinggal di Pasar Baru Porong. 
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Sehingga ini membuat korban selalu dalam keadaan sendiri di rumah 

pada siang hari. Sedangkan bapaknya (terdakwa Kusaeni , 52 th) yang 

bekerja sebagai buruh tani di sawah selalu berangkat pukul 05.00 WIB 

dan pulang pada siang hari sekitar pukul 10.30 WIB dengan 

menggunakan sepeda pancal. 

Sehubungan dengan hari, tanggal, dan jam yang tersebut diatas 

(Rabu, 18 Juni pukul 11.30 WIB) terdakwa yang sekaligus bapak tiri 

korban, pulang dari sawah dan mendapati korban sedang menonton 

televisi di ruang tengah. Kemudian, terdakwa langsung mandi dan ikut 

menonton televisi bersama korban yang pada saat itu sedang dalam 

posisi badan tidur miring, sedangkan terdakwa yang hanya menggunakan 

sarung langsung duduk disamping korban di lantai yang beralaskan 

karpet biru dalam keadaan duduk bersila, kemudian korban langsung 

memegang tangan kiri terdakwa dan berkata “Enggar…koen gelem tha 

tak pangan turuk mu? “lantas korban menjawab “emoh..emoh.. “namun 

terdakwa tak menghiraukan perkataan korban dan mengancam “koen lek 

gak gelem gak tak olehi mlebu omah, tak kancingi, tak usir koen teko 

omah! “sambil melorotkan celana dan celana dalam korban. Kemudian 

terdakwa melepaskan sarungnya sendiri dan menindih korban sambil 

memasukkan penisnya ke dalam vagina korban selama kurang lebih 5 

menit sampai mengeluarkan sperma. 

Setelah mengetahui bahwa terdakwa telah mengeluarkan sperma ia 

lalu berdiri dan mengambil sarungnya dan langsung menuju kamar 
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mandi. Saat terdakwa berada di kamar mandi korban langsung 

menggunakan kembali celana dalam dan celananya sambil menangis di 

depan televisi. Mengetahui terdakwa telah keluar dari kamar mandi, 

korban langsung menuju ke kamar mandi untuk mandi karena akan 

berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda pancal. 

Pada hari dan tanggal yang telah lupa, sekitar pukul 11.00 WIB 

ketika korban sedang melihat televisi secara tiba-tiba terdakwa 

memanggil korban. Mengetahui bahwa terdakwa akan menyetubuhinya 

lagi, korban langsung berkata “emoh pak..emooh pak..! “terdakwa lantas 

menjawab “koen tak seneni “dan langsung membentak “wes ndang kono 

lho! “dengan nada bicara yang keras,korban merasa takut dan tidak 

berani menolak ajakan terdakwa. Korban lantas masuk kekamar, 

kemudian terdakwa menyuruhnya untuk berbaring terlebih dahulu dan 

kembali melepas celana dan celana dalam korban. Semantara itu, 

terdakwa melepas sarungnya sendiri dan langsung menindih tubuh 

korban dengan posisi terdakwa berada di atas korban dan memasukkan 

penisnya ke dalam vagina korban sambil didorong keluar masuk secara 

cepat sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina korban. 

2. Selain mendatangkan saksi mahkota, hakim dalam persidangan juga 

mendatangkan saksi berikutnya yakni Ibu korban (Riami,48 th) dibawah 

sumpah persidangan mengatakan: 

Bahwa benar saksi dengan korban masih ada hubungan keluarga 

yaitu antara ibu kandung dengan anak. Namun pada saat ditanya 
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mengenai peristiwa perkosaan yang dialami korban, saksi tidak 

mengetahui secara langsung peristiwa tersebut. Ia justru mengetahuinya 

berdasarkan pengakuan atau cerita dari korban, setelah saksi 

memeriksakan korban ke seorang bidan di dusun Kalitengah kecamatan 

Tanggulangin. Karena korban mengeluh kalau ia tidak menstruasi atau 

terlambat datang bulan. Pada hasil pemeriksaan tersebut menyatakan 

bahwa korban telah hamil 2 bulan.  

Setelah mengetahui bahwa korban telah hamil 2 bulan, akhirnya 

korban bercerita kepada saksi bahwa benar tanggal 18 Juni 2008 sekitar 

pukul 11.30 WIB korban sedang menonton televisi. Pada saat itu 

keadaan rumah memang benar-benar sepi, sebab saksi sedang bekerja 

sebagai pembantu rumah tangga di salah satu perumahan di daerah 

Kalitengah. Sementara kakak korban yang berada di Pasar Porong ikut 

dengan Neneknya yang mengungsi di Pasar Baru Porong. Sedangkan 

terdakwa (suami saksi) bekerja sebagai buruh tani di sawah.  

Ketika terdakwa pulang dari bekerja, ia melihat korban yang 

sedang menonton televisi sendiri sambil tidur-tiduran. Karena tergiur 

oleh kemolekan tubuh korban, muncul hasrat untuk menyetubuhinya.  

Pada saat melakukan perbuatan perkosaan dan KDRT tersebut, 

terdakwa (dalam sepengetahuan saksi setelah korban bercerita 

dengannya) selalu melakukan tindakan pengancaman terhadap korban 

agar ia mau dan tidak berteriak, sambil mengatakan “Nggar…koen 

gelem tha tak pangan turukmu? “kemudian korban menjawab 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



41 
 

“Emoh…emoh… “mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung 

membentak dan mengancam “koen lek gak gelem gak tak olehi mlebu 

omah, tak kancingi, tak usir koen teko omah “yang membuat korban 

merasa ketakutan.  

Perbuatan perkosaan ini sering kali dilakukan oleh suami saksi 

(terdakwa), yang pertama yaitu pada hari Rabu, 18 Juni 2008 sekitar 

pukul 11.30 WIB sampai dengan yang terakhir hari Sabtu, 06 Desember 

2008 sekitar pukul 20.00WIB di kamar korban. 

Saksi juga mengetahui (berdasarkan cerita dari korban), bahwa 

terdakwa pernah menyuruh korban minum jamu cap Wayang sebanyak 3 

kali agar kandungannya gugur, namun tidak berhasil. 

3. Selain mendatangkan saksi pertama (ibu korban), pengadilan juga 

mendatangkan saksi ke dua yaitu Tante korban (Sumidah, 46 tahun) 

dibawah sumpah persidangan mengatakan bahwa : 

Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya peristiwa 

pemerkosaan atau KDRT tersebut dan hanya mengetahuinya pada 

sekitar bulan Desember 2008 pada hari dan tanggal yang telah lupa. Saat 

itu saksi tinggal di pengungsian Pasar Baru Porong dan kebetulan saksi 

bertemu dengan korban yang pada waktu itu sedang berjalan kaki di 

wilayah pengungsian Pasar Baru Porong. Melihat perubahan bentuk 

perut korban yang tampak “benceng “, atau terlihat montok dan berisi 

(perutnya tampak buncit, payudaranya terlihat membesar serta 

pinggangnya melebar) kemudian saksi memanggil korban dan 
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mempersilahkannya masuk ke pengungsian bersama kakak korban 

(Sukesi).  

Pada saat di Los pengungsian, saksi menanyakan tentang 

bagaimana keadaan ibunya dan menanyakan pula perubahan yang terjadi 

pada tubuh korban yang terlihat seperti orang hamil. Dan saksi 

menanyakan apakah perutnya terasa sakit?, apakah datang bulannya 

lancar?. Kemudian korban menjawab bahwa perutnya sedang menderita 

penyakit tumor. Saksi berusaha percaya saja, padahal saksi dari awal 

sudah mencurigai bahwa korban sedang hamil.  

Karena merasa curiga, saksi kemudian menelpon Sdr. Slamet (Pak 

Dhe Korban, bekerja sebagai penjual jamu) kemudian menceritakan 

perihal kecurigaannya tersebut serta meminta tolong untuk mengecek 

keadaan korban. Dan keesokan harinya, saksi mendengar bahwa benar 

korban sedang hamil dan mengetahui bahwa penyebab kehamilan korban 

itu akibat diperkosa oleh ayah tiri korban. 

4. Pengadilan kemudian juga mendengarkan keterangan terdakwa, di bawah 

sumpah persidangan terdakwa mengakui perbuatan tersebut dan telah 

menyesalinya. Sebagaimana keterangan yang disampaikan sebagai 

berikut: 

Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan perkosaan tersebut 

atau persetubuhan dengan korban dengan cara mengajaknya dan 

mengatakan “Nggar..koen gelem tha tak pangan turukmu? “. Sambil 

memegang tangan kanan korban. Namun korban menolak, tetapi 
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terdakwa terus berusaha untuk menyetubuhinya lalu melepas celana dan 

celana dalamnya. Mulanya terdakwa memaksa untuk meniduri korban di 

Ruang tengah tetapi korban tetap saja menolak ajakan terdakwa. 

Terdakwa juga sempat mungulum kelamin korban di Ruang tengah, 

kemudian setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan memanggil 

korban agar ikut masuk ke dalam kamar. Terdakwa kemudian 

mengancam “koen lek gak gelem tak kancingi gak tak oleh mlebu 

omah“.  

Karena merasa takut dengan ancaman terdakwa, akhirnya korban 

masuk ke kamar. Sesampainya di kamar, terdakwa langsung menutup 

pintu dan menguncinya, dan menyuruh korban untuk tidur di atas 

ranjang dengan beralaskan sprei warna merah muda. Lalu terdakwa 

kemudian menyingkap (membuka) kaos kuning yang dikenakan korban. 

Saat melihat buah dadanya, terdakwa lalu menciuminya dan kemudian 

langsung memasukkan penisnya sambil didorong keluar masuk dengan 

cepat sampai mengeluarkan sperma kedalam vagina korban selama 15 

menit. 

Semenjak itu terdakwa terus mengancam korban apabila ia tidak 

mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa sambil 

mengatakan “Awas koen lek gak gelem tak pangan turukmu, koen gak 

tak oleh mlebu omah! Tak kancingi nang ngarep, koen lek gak gelem gak 

tak usir koen teko omah “ 
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Terdakwa juga mengkui bahwa ia telah menyetubuhi korban 

sebanyak 15 kali, baik di Ruang tengah maupun di Kamar. Hingga pada 

bulan Juli 2008 terdakwa mengetahui bahwa korban jatuh sakit dan 

diperiksakan ke Puskesmas Putat oleh Ibunya, dan saat tersebut barulah 

terdakwa mengetahui bahwa korban telah hamil. Meski demikian korban 

tetap melakukan persetubuhan dengan korban sampai pada tanggal 6 

Desember. 

 
C. Pertimbangan Hukum Yang Dipakai Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo 

dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak di 

Bawah Umur 

Berdasarkan kasus tersebut diatas, maka landasan hukum yang dipakai 

oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara tersebut 

sebagai berikut:4 

Pasal 81 ayat 1 undang –undang No. 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak 

Pasal 81 (1) : “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan 
memaksakan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 
orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan denda 
paling banyak Rp.300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000. “ 

 
Dalam kasus tindak pidana perkosaan anak di bawah umur seperti yang 

sudah diuaraikan di atas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam 

persidangan terdapat unsur-unsur pidana yang didakwakan atas terdakwa 

Kusaeni adapun unsur-unsurnya sebagai berikut: 

                                                 
4  Data ditulis dari berkas putusan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur 

yang dilakukan terdakwa Kusaeni, hal 3 
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1. Barang Siapa 

Yang dimaksud barang siapa adalah orang atau manusia dengan 

pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu 

mempertanggung jawabkan perbuatannya; unsur barang siapa 

menujukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana 

yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa Kusaeni 

berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Enggar, Sumidah, 

dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud unsur 

barang siapa adalah Kusaeni; dengan demikian unsur barang siapa dapat 

dipenuhi. 

2. Dengan segaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 

lain. 

Dari keterangan saksi korban Enggar yang masih berusia 14 tahun dimana 

terdakwa pada waktu menyetubuhi sebelumnya terdakwa mengatakan 

“Enggar koen gelem ta tak pangan turukmu? “kemudian Sdri. Enggar 

menjawab “emoh..emoh.. “. Terdakwa menakut-nakuti Sdri. Enggar 

dengan berbicara “koen lek gak gelem gak tak oleh mlebu omah, tak 

kancingi, tak usir koen teko omah! “sehingga Sdri Enggar ketakutan. 

Selanjutnya terdakwa langsung melorotkan celana Sdri. Enggar dan 

terdakwa melepaskan sarungnya sendiri dan langsung menindih Sdri. 

Enggar dengan posisi tidur miring, dimana terdakwa berada dibelakang 

Sdri Enggar kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina 
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Sdri Enggar berkali-kali hingga penis terdakwa tegang dan mengeluarkan 

sperma di dalam vagina. Dan sesuai dengan keterangan para saksi di 

persidangan berupa Visum Et Repertum dari RSUD TK II Sidoarjo 

No.455/1905/404.49/2008 tanggal 12 desember dari Dr. Priyono, SP. OG 

diperoleh beberapa kesimpulan saat ini didapatkan seorang anak wanita 

dengan liang senggama menyerupai liang senggama seorang wanita yang 

sering kali bersetubuh. Dan saat itu dalam keadaan hamil sesuai dengan 

usia kehamilan kurang lebih 30 minggu telah ditemukan fakta bahwa 

terdakwa Kusaeni pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2008 sekitar pukul 

12.00 dirumah terdakwa di Dsn. Kalitengah Selatan Ds. Kalitengah Kec. 

Tanggulangin Kab. Sidoarjo korban Enggar oleh terdakwa Kusaeni 

disetubuhi, dengan demikian unsur di atas terpenuhi. 

 
D. Isi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Tentang Kasus Tindak Pidana 

Perkosaan Terhadap Anak dibwah Umur 

Adapun mengenai kutipan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang 

hukuman tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur sebagai 

berikut: 

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 189/pid.B/2009/PN. Sda yang 

menerima dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat 1, telah 

menjatuhkan putusan bahwa terdakawa yang bernama Kusaeni ,51 tahun) 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan melanggar 81 (1) UUPA.  

Dengan demikian Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan sanksi 

yakni pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp. 
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60.000.000.- subsidair 5 (lima) bulan. Serta menetapkan supaya terdakwa 

tetap dalam tahanan dan menetapkan barang bukti berupa: 

1. 1 lembar kaos warna abu-abu kotak biru dan ungu 

2. 1 buah kaos warna biru gambar sepeda 

3. 1 buah celana dalam warna putih  

4.  1 buah BH warna pink 

Untuk dirampas dan dimusnahkan. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS PUTUSAN PENGADILAN 

NEGERI SIDOARJO DALAM PERKARA TINDAK PIDANA 

PERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR 

 

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum yang Dipakai Oleh Hakim 

Pengadilan Negeri Sidoarjo 

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dipandang sebagai tindak 

kejahatan yang melanggar norma, baik dari segi norma agama, kesopanan, 

maupun norma hukum. 

Untuk menilai atau mengukur suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan 

tergantung dari nilai dan pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat 

tentang apa yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Kekerasan seksual pada anak di bawah umur dalam bentuk 

pemerkosaan, merupakan salah satu kasus yang perlu mendapat perhatian 

khusus karena kasus ini merupakan masalah sosial yang berdampak buruk di 

masyarakat. 

Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim 

Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus 

perkosaan terhadap anak di bawah umur, hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo 

terlebih dahulu mempertimbangkan kembali tututan jaksa penuntut umum 

yang menuntut terdakwa telah melanggar pasal 81 (1) UUPA apakah sudah 

tepat. 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



49 
 

Untuk lebih jelasnya ketentuan pasal 81 (1) UUPA lengkapnya 

berbunyi sebagai berikut:1 

 
"setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksakan anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain dipidana penjara paling lama 15(limabelas) tahun dan 
paling singkat 3(tiga)tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000 dan 
paling sedikit Rp.(60.000.000)." 
 

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari pasal 81 

(1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) 

adalah: 
1. Barang Siapa 

Yang dimaksud adalah orang atau manusia baik laki-laki maupun 

perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. 

2. Dengan Sengaja 

Berarti si pelaku atau terdakwa dalam hal ini menghendaki 

perbuatannya tersebut. Dan menginsafi akibat yang timbul dari 

perbuatannya tersebut kepada orang lain. 

3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 

orang lain. 

Dalam unsur ini kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, atau 

kekerasan lain yang bersifat psikis atau kejiwaaan yang termasuk di 

dalamnya. 

Berdasarkan unsur yang semuanya ada pada diri terdakwa bernama 

Kusaeni ini, terdapat satu unsur yang paling dominan yakni terdakwa selaku 

                                                 
1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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ayah tiri korban yang bernama Enggar telah sengaja dan memaksa korban 

melakukan hubungan kelamin dengannya berkali-kali dengan cara 

membentak dan mengancam korban. 

Dari apa yang terungkap inlah yang menjadi salah satu dorongan utama 

mengapa jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan kepada terdakwa yang 

dianggap secara sah bersalah dan melanggar hukum, sebagaimana yang 

dimaksud dalam pasal 81 (1) UUPA. 

Setelah menimbang tuntutan jaksa dan sebelum hakim Pengadilan 

Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan pula hal-

hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut: 

Hal yang memberatkan: 

1. Perbuatan terdakwa merusak kehormatan seorang 

gadis 

2. Perbuatan terdakwa dilakukan pada anak dibawah 

umur 

3. Terdakwa sebagai ayah seharusnya mengayomi dan 

memberi contoh yang baik 

Hal yang meringankan: 

1. Terdakwa mengakui perbuatannya serta 

menyesalinya 

2. Terdakwa belum pernah dihukum 

3. Korban sudah memaafkan. 
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Maka hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memutus perkara dan 

memvonis pelaku perkosaan terhadap anak dibawah umur dengan hukuman 

pidana penjara 7 tahun dan denda sebesar RP.60.000.000.- dengan subsidair 5 

bulan kurungan. 

Putusan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo ini dinilai kurang 

memberikan suatu ketegasan hukum yang dapat menjerat pelakunya  dengan 

hukuman yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera. Hukuman ini 

dianggap begitu ringan dan tidak menjamin bagi pelaku untuk tidak 

mengulangi perbuatan yang sama. 

Sedangkan bila ditinjau berdasarkan Undang-Undang No.23 th 2002 

tentang perlindungan anak pasal 81 (1) di atas, pelaku perkosaan terhadap 

anak harusnya diancam hukuman maksimal 15 tahun dan paling sedikit 3 

tahun penjara dan denda paling banyak sebesar Rp. 300.000.000 dan paling 

sedikit Rp. 60.000.000. 

Dari ketentuan pidana inilah, setidaknya hakim dalam memutus suatu 

perkara dapat mempertimbangkan pula efek yang dialami korban akibat 

perbuatan pelaku, sehingga dalam menjatuhkan putusannya hakim dinilai 

cukup adil dan imbang dalam memvonis pelaku. 

Vonis yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo di atas, 

merupakan salah satu bentuk praktik Peradilan di Indonesia yang belum 

sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan . 

Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban perkosaan 

dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Sedangkan 
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pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena 

putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari 

memperhatikan hak-hak asasi perempuan.  

Keberadaan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindunagn anak dalam 

menjerat pelaku perkosaan terhadap anak pada realitasnya belum berjalan 

sebagaimana mestinya. hal ini disebabkan oleh 2 faktor yaitu:2 

1. Faktor Internal 

Anak-anak mudah mejadi korban perkosaan karena mereka mudah 

diancam dipaksa dan dibujuk oleh si pelaku, pelaku melakukan ancaman 

dan intimidasi terhadap korban dalam tekanan pelaku sehingga ia 

memilih tidak melaporkan hal ini kepada orang tua atau orang dewasa 

lainnya karena merasa diancam. hal ini menyebabkan sering kali kasus 

pada anak baru terungkap bertahun-tahun lamanya bahkan setelah korban 

akhirnya hamil. 

2. Faktor Eksternal 

Keberadaan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak tidak dijadikan sebagai kekuatan yang memprevensi 

dan menindak para pelaku perkosaan secara optimal. 

 
B. Analisis Hukum Islam atas Putusan Hakim 

Pengadilan Negeri Sidoarjo 

Menurut ketentuan dalam hukum Islam, perkosaan disamakan dengan 

perzinahan. Maka sesuai dengan deskripsi kasus yang telah dipaparkan  pada 
                                                 

2 Bagong Suyanto, Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak, h.78 
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bab III, bahwa pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur 

adalah pemerkosa mukhson, dimana pelaku tersebut sudah kawin dan 

melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan isterinya dengan cara 

memaksa atau kekerasan dengan bukan atas dasar kemauan wanita tersebut.  

Soal jenis hukuman dalam Hukum Pidana Islam sangatlah seimbang 

antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan akibat atau dampak 

yang dialami korban setelah perbuatanya tersebut. 

Menurut para fuqoha (imam Syafi'i, Malik, Auza'i, dan Abu Hanifah) 

berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku perkosaan (muh}s}an) adalah rajam, 

yakni sesuai dengan kata-kata Umar bin Khattab dalam satu khutbahnya 

yang diceritakan oleh Abu Abbas sebagai berikut: 

 لَزَنْأَ وَقِّحَالْبِاً دمَّحَ مُثَعَ االله بَنَّاِ: وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّاَبِ رَضِيَ االله عنه اَنَّهُ خَطَبَ فَقاَلَ

 االله لُوْسُرَ مَجَرَ، فَهاَنَلْقَعَ وَهاَناَيْعَوَ وَهاَانَأْرَقَ.  مِجْة الرَّيَ اَهِيْلَ عَلَزَنْا أَمَّ مِنَكاَ فَبِتاَكِ الْهِيْلَعَ

 جِدُ نَ ماَلٌئِ قاَلَوْقُ يَنْ اَنٌاَم زَاسِالنَّ بِلَ طاَنْى اِشَخْأَ فَدَهُعْ بَاَنمْجَرَصلى االله عليه وسلم وَ

ى لَعَتَعاَلَى  االله بِتاَي كِ فِمَجْ الرَّنَّإِا االله وَهَلَزَنْ اَةٍضَيْرِ فَكِرْتَوا بِلُّضِيَ االله، فَبِتاَي كِ فَمَجْالرَّ

رواه  (فُراَتِعْالإِوِاَ لُبْحَ الْنَ كاَوْ أَةُنَيِّلبَ اْتِمَ قاَذَ، إِءِساَالنِّ وَلِجاَ الرِّنَ مِنَصَحْ أَاذََي اِنَ زَنْمَ

  )مسلم

Artinya: “Sesungguhnya Allah swt. telah mengutus Muhammad dengan 
sebenar-benarnya dan telah pula menurunkan kepadanya sebuah 
kitab suci, salah satu dari ayat-ayat yang terkandung dalam kitab 
suci itu terdapat “ayat rajam”. Rasulullah sendiri melaksanakan 
rajam dan kita pun melakukannya. Hal ini saya tegaskan lantaran 
saya kuatir, karena telah lam berselang akan ada seseorang yang 
mengklaim bahwa dalam kitabullah tidak ada ayat rajam. Hal ini 
seperti suatu kesesatan oleh karena meninggalkan suatu kewajiban 
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(fardlu) yang justru benar-benar diturunkan Tuhan, hukuman rajam 
memang harus dijatuhkan kepada laki-laki atau dia hamil atau dia 
sendiri mengakui perbuatannya.” (HR. Muslim) 3 

 
Disamping itu mereka juga berlandaskan dengan hadis Ali r.a. yang 

menjatuhkan dera terhadap Syarakah Al-Hamdiyah pada hari kamis dan 

kemudian merajamnya pada hari jumat. Ia berkata: 

  هِلِوْسُ رَةِنَّسُ بِهاَناَمْجَرَ وَ االلهِبِتاَكِا بِهَتُدْلَجَ

Artinya: “Aku menderanya Sarakah berdasarkan kitabullah, dan aku 
merajamnya berdasarkan sunnah Rasul-Nya.” 4 

 
Sedangkan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ubaddah dan Shamit 

bahwa Rasulullah pernah bersabda: 

يَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ حَدَّثَنَا يَحْو

خُذُوا عَنِّي   قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَاللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ

جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ خُذُوا عَنِّي قَدْ 

  5 .و حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. مِائَةٍ وَالرَّجْمُ 

Artinya: “Ketahuilah....ketahuilah sesungguhnya Allah telah memberi jalan untuk 
mereka, untuk jejaka dan perawan yang berzina dihukum dengan 
seratus kali pukulan dan diasingkan setahun lamanya, dan untuk janda 
dan duda yang berzina dihukum dengan hukuman seratus kali pukulan 
dan rajam”.(HR Muslim)6 

 
Pendapat ini yang oleh kebanyakan ulama lebih dipedomani. Meskipun para 

ulama telah sepakat atas wajibnya menghukum pelaku zina, namun mereka masih 

                                                 
3 Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, hal 645   
4 Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid, h. 237 
5 CD Hadits, Kutub at-Tis’ah, Muslim no.3199 
6 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 9, h. 99 
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berpendapat mengenai tambahan hukuman pukul itu dengan hukuman buang atau 

isolasi. Perbedaan tersebut adalah: 

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap pezina harus 

dikenakan pengasingan disamping hukuman dera. Yakni bagi laki-laki atau 

perempuan merdeka atau hamba. 

2. Imam Malik dan Auza'i berpendapat bahwa 

pengasingan hanya dikenakan bagi pezina laki-laki dan tidak dikenakan pada 

perempuan. Karena mereka menganggap bahwa perempuan adalah aurat yang 

harus dilindungi dan disembunyikan. 

3. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat 

bahwa tidak ada pengasingan sama sekali.7 

Adapun golongan kedua yang berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku 

zina adalah dera, mereka berpegangan dengan keumuman, firman Allah swt dalam 

surat An-Nur ayat 2:8 

مَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِ 

 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas 
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama 
Allah dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 
disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. 

 
Kandungan hukum dalam ayat ini adalah: 

                                                 
7 Ibnu Rusyd, Bidayatul..., h. 240 
8 Depag RI, Alqur'an dan Terjemahannya, h. 543 
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1. Penegasan tentang dilarangnya jarimah zina, 

sebelumnya telah di singgung dalam surat An-Nisa’ ayat 15 dan 16, serta 

surat Al-Isra’ ayat 32. pengertian zina adalah hubungan kelamin antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan miliknya (istrinya) dan 

tidak ada syubhat (ketidak jelasan) dalam miliknya itu. 

2. Ancaman hukuman untuk pelaku zina disebutkan 

dengan tegas dalam ayat ini, yaitu berupa hukman dera (cambuk) sebanyak 

seratus kali. Hukuman ini berlaku bagi pemerkosa muhsan dan pemerkosa 

gairu muh}s}an. Untuk pemerkosa muhsan ditetapkan hukuman rajam, 

sedangkan untuk pemerkosa gairu muh}s}an ditetapkan hukuman dera 

(cambuk) seratus kali ditambah dengan hukuman pengasingan selama satu 

tahun.9 

Sebagaimana ketentuan dalam Islam bahwa kedua pelaku perzinahan 

keduanya dapat diancam hukuman. Sedangkan dalam perkosaan tidak dikenakan 

hukuman. 

Pada masa Nabi Muhammad SAW, kasus perkoosaan semacam ini pernah 

terjadi. Seperti yang terungkap dalam sebuah teks hadist yang diriwayatkan Imam 

Turmudzi dan Abu Dawud, dari sahabat Wail bin Hujr Ra. Suatu hari ada seorang 

perempuan pada masa Nabi SAW yang keluar rumah hendak melakukan shalat di 

masjid. Ditengah jalan, ia dijumpai seorang laki-laki yang menggodanya, dan 

memaksanya (di bawa ke suatu tempat) untuk berhubungan intim. Perempuan 

tersebut menjerit, dan ketika selesai memperkosa, pelaku lari. Kemudian lewat 

                                                 
9 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Menurut Al-Qur’an, h. 153  
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beberapa orang Muhajirin, perempuan itu lalu mengatakan ”laki-laki itu 

memperkosa saya”. Kaum Muhajirin lalu mengejar dan menangkap laki-laki 

tersebut yang diduga telah memperkosa. Ketika dihadapkan kepada perempuan 

tersebut, ia berkata “ ya, ini orangnya”. Mereka kemudian membawa pelaku 

mengahdap Rasulullah SAW. Ketika hendak dihukum laki-laki berkata “ya Rasul, 

saya yang melakukannya”. Kemudian Rasul berkata kepada perempuan “Pergilah 

Allah telah mengampuni kamu”. Lalu kepada laki-laki tersebut Nabi 

memerintahkan “rajamlah”. Kemudian berkata “ sesungguhnya ia telah bertaubat, 

yang kalau saja taubat itu dilakukan seluruh penduduk Madinah, niscaya akan 

diterima”.10 

Tindak Pidana perkosan pada masa Nabi SAW memang dihukum, dan 

korban perkosaan dilepaskan dengan harapan agar memperoleh ampunan dari 

Allah SWT. Pada saat itu, hukuman pemerkosaan yang dilakukan dengan cara 

paksa dan kekerasan sama persis dengan hukuman perzinahan (yang tidak 

dilakukan dengan cara kekerasan dan paksaan). Karena itu, mayoritas ulama hadis 

dan fiqh menempatkan tindak pidana perkosaan sama persis dengan tindak 

perzinahan. Hanya perbedaannya, dalam tindak perzinahan  kedua pelaku harus 

menerima hukuman, sementara dalam tindak pidana perkosaan hanya pelaku 

pemerkosa saja yang menerima hukuman, sementara korban harus dilepas. 

Ada juga beberapa teks hadist lain yang memperkuat tentang sanksi yang di 

jatuhkan terhadap pemerkosa pada masa Nabi SAW, seperi yang diriwayatkan 

Imam Al-Turmudzi  bahwa ada seorang perempuan yang diperkosa pada masa 

                                                 
10 Mulyono, http://google.com/Diarasah Hadist Edisi 8. diakses tanggal 11 Januari 2010 
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Rasulullah SAW, maka ia dilepaskan dari ancaman hukuman perzinahan, 

sementara pelakunya dikenakan hukuman h}ad”’  

Dalam riwayat Imam Bukhari dari Malik, dari Nafi’ Mawla Ibn ‘Umar Ra. 

bahwa Sahafiyah bin Abi Ubaid mengatakan “ bahwa seorang budak laki-laki 

berjumpa dengan seorang budak perempuan dan memaksanya berhubungan intim, 

maka Khalifah ‘Umar menghukumnya dengan cambukan dan tidak menghukum 

si perempuan.11 

Menurut pendapat Imam Malik dan kawan kawannya mengatakan: "jika 

ada seseorang wanita hamil, tetapi tidak tahu siapa yang menyetubuhinya dan 

tidak mengaku diperkosa, maka ia harus dijatuhi hukuman. Seandainya ia 

mengaku diperkosa haruslah pula ada tanda-tanda yang menunjukkan hal itu 

seperti putusnya perawanannya atau bukti-bukti lain berdasarkan atas perkataan 

umar: 

"Hukum rajam harus dikenakan kepada orang yang berzina, baik laki-laki 

maupun perempuan jika ada bukti-bukti atau wanita hamil dan mengakui 

perbuatannya".12 

Dengan demikian, jika ditinjau dari pasal 81 ayat 1 UU No.23 th 2002 

tentang perlindungan anak, hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memvonis pelaku 

perkosaan terhadap anak di bawah umur dengan pidana penjara selama 7 tahun 

dan denda sebanyak Rp. 60.000.000 subsidair 5 bulan penjara, dimana didalam 

mengambil keputusan tersebut didasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim 

yakni atas hal-hal yang memberatkan dan meringankan 

                                                 
11  Ibid. 
12 Sayyid Tsabiq, Fiqh Sunnah, h. 212 
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Sedangkan dalam hukum Islam, dalam masalah penjatuhan hukuman atau 

penetapan vonis hukuman, Islam tidak mengenal adanya hal-hal yang 

memberatkan apalagi hal-hal yang meringankan hukuman, dimana hukuman 

dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku pelaku harus dihukum dengan 

pidana penjara maksimal 15 tahun berubah menjadi 7 tahun, hukuman mati 

menjadi hukuman seumur hidup karena atas pertimbangan hakim. 

Namun, dalam hukum Islam memutus dan menetapkan hukuman bagi 

pelaku tindak pidana perkosaan harus sesuai dengan hukuman yang telah 

ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dalam Islam, yakni hukuman rajam. 

Hukum ini sudah tidak dapat ditawar lagi dan tidak lagi melihat pertimbangan 

atas hal yang memberatkan dan hal yang meringankan hukuman seperti yang 

diterpakan dalam Undang-Undang di negara republik Indonesia. 

Dengan demikian karena negara Indonesia adalah negara hukum atau 

disebut negara yang taat hukum maka putusan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo 

dalam memutus perkara kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah 

umur serasa kurang seimbang jika ditinjau dari segi kerugian yang dialami si 

korban sangat menjatuhkan harga dirinya juga masa depannya. Apalagi bila kita 

melihat dari segi anak yang masa depannya harus dijaga dan dilindungi sebagai 

penerus generasi berikutnya. Sungguh itu tidaklah seimbang apabila kita melihat 

pertimbangan hukum yang dipakai hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yakni pasal 

81 UU No.23 th 2002 dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Islam dalam 

memvonis pelaku. Apalagi hukum di negara Indonesia bersifat mengikat dan 

harus mempunyai efek jera bagi pelakunya. 
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Apabila vonis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim hanya 7 tahun penjara 

jelas tidak menutup kemungkinan bagi pelaku untuk mengulangi perbuatan yang 

sama karena hukuman yang diterimanya dirasa cukup ringan dan tidak 

menimbulkan efek jera sama sekali. 

Disinilah letak ketidak tegasan pemerintah selaku pembuat Undang-

Undang yang hanya menjatuhkan vonis yang begitu ringan dan tidak berdampak 

jera bagi pelaku. Sedangkan dalam hukum Islam menetapkan hukuman yang keras 

atau berat terhadap pelaku pemerkosaan yakni rajam yang sangat membahayakan 

nyawa atau kadang samapai mati demi kata adil. Hukum Islam menetapkan 

hukum berdasar dan telah menimbang bahwa menghukum si pelaku pemerkosaan 

(zina) dengan hukuman yang berat adalah lebih adil ketimbang membiarkan 

rusaknya masyarakat disebabkan oleh merajalelanya perkosaan atau perzinahan. 

Dari sini jelaslah bahwa pemberian putusan yang dijatuhkan oleh hakim 

Pengadilan Negeri Sidoarjo jauh lebih ringan dibanding hukuman yang dijatuhkan 

oleh hukum Islam yakni rajam. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Dari berbagai uraian yang penulis bahas, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Tindak kasus perkosaan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi di Sidoarjo 

pada tahun 2008 yang dilakukan oleh ayah tiri korban bernama Kusaini yang saat 

itu pulang kerja sebagai buruh tani. Kejadian tersebut dilakukan kepada anak 

tirinya kurang lebih 15 kali pada saat kondisi rumah dalam keadaan sepi. 

Terdakwa mengancam akan mengunci pintu dan tidak akan memperbolehkan 

korban masuk ke dalam rumah. Kejadian ini baru terbongkar saat korban 

mengeluh pada ibunya bahwa haidnya tidak teratur, dan oleh bidan dinyatakan 

hamil. 

2. Pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam 

kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur berdasarkan pasal 81 

ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berlandaskan landasan 

hukum tersebut dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan pada pasal 

tersebut maka majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan pidana 

selam 7 tahun dengan denda Rp.60.000.000,- subsidair 5 bulan kurungan dikurangi 

masa tahanan yang didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan. 
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3. Ditinjau dari hukum Islam penjatuhan vonis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo 

terhadap anak di bawah umur dinilai jauh lebih ringan ketimbang hukuman rajam 

dan dera 100 kali yang telah ditetapkan oleh Islam yang mana hukuman tersebut 

jauh lebih berat dan lebih adil, juga dirasa sapat menimbulkan efek jera bagi para 

peakunya untuk mencegah terjadinya pengulangan terhadap kasus yang sama. 

 
B. Saran-Saran 

Dalam hal ini penulis ingin sampaikan kepada: 

1. Pihak pembuat undang-undang dan pihak -pihak penegak hukum terutama para 

hakim diharapkan dapat mempertegas dan lebih memperberat hukuman bagi para 

pelaku perkosaan dalam hal ini yang terkait pada pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002. 

2. Hendaknya para pihak aparat dan penegak hukum lebih memperhatikan dan 

mengutamakan hak-hak korban tindak pidana perkosaan dengan memberikan 

dampak hukum yang seberat-beratnya agar dapat menimbulkan efek jera bagi 

pelaku. 

3. Hendaknya masyarakat secara umum dapat berpartisipasi, mencegah secara aktif 

dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur. 
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